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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil 

yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan 

secara berkala (Mardiasmo, 2006:3). Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan 

secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja 

yang ditetapkan.  

 

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan 

alat penilai kinerja secara kuantitatif dan 

sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan 

tugas dan fungsi menuju terwujudnya good 

governance, yang didasarkan pada 

peraturan perundang -undangan yang 

berlaku dan kebijakan yang transparan. 

LAKIN DJP Tahun 2019 memiliki tujuan 

utama sebagai pertanggungjawaban atas 

pencapaian Rencana Strategis DJP tahun 

2015- 2019 maupun Perjanjian Kinerja 2019.  

 

DJP merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang mempunyai peran 

penting dalam penerimaan negara. 

Organisasi DJP memiliki jumlah kantor 

operasional lebih dari 500 unit kantor dan 

lebih dari 45.000 pegawai yang tersebar di 

seluruh penjuru tanah air. DJP merupakan 

Unit Eselon I terbesar di Kementerian 

Keuangan.  

 

LAKIN DJP merupakan perwujudan 

tugas sebagai perumus dan pelaksana 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang perpajakan, dalam 

penyelenggaraan fungsi : 

1. perumusan kebijakan di bidang 

perpajakan; 

2. pelaksanaan kebijakan di bidang 

perpajakan; 

3. penyusunan norma, standar, prosedur 

dan kriteria di bidang perpajakan;  

4. pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang perpajakan;  

5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang perpajakan;  

6. pelaksanaan administrasi Direktorat 

Jenderal Pajak; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Menteri Keuangan. 

 

Tugas dan fungsi DJP dilaksanakan 

dalam pencapaian visi DJP yang 

ditetapkan, yaitu: M˨enjadi institusi 

penghimpun penerimaan negara yang 

terbaik demi menjamin kedaulatan dan 

kemandirian negara  ˩ dengan 

memperhatikan misi DJP yaitu M˨enjamin 

penyelenggaraan negara yang berdaulat 

dan mandiri dengan: 

¶ mengumpulkan penerimaan 

berdasarkan kepatuhan pajak 

sukarela yang tinggi dan 

penegakan hukum yang adil; 

¶ pelayanan berbasis teknologi 

modern untuk kemudahan 

pemenuhan kewajiban perpajakan; 

¶ aparatur pajak yang berintegritas, 

kompeten, dan profesional; dan 

¶ kompensasi yang kompetitif 

berbasis sistem manajemen 

kinerja . 
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Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, DJP menerapkan sistem Balance 

Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC 

merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

telah diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan  organisasi  ditetapkan 

dalam Kontrak Kinerja. Penjabaran Sasaran Strategis DJP tahun 2019 yang terbagi menjadi 

empat perspektif  terlihat pada tabel berikut:  

 

Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu- One 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019 

 

Sasaran Strategis  Kode IKU Uraian IKU 

Stakeholder Perspective  

Penerimaan pajak negara yang 

optimal  

1a- CP Persentase realisasi penerimaan pajak  

 

Customer Perspective  

Pelayanan publik yang prima 2a- CP Indeks kepuasan publik atas layanan DJP 

Kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi 

3a- CP 

 

3a1-CP 

 

3a2-CP 

 

Persentase kepatuhan WP Badan dan OP 

Non Karyawan 

Persentase tingkat kepatuhan formal WP 

Badan dan OP Non Karyawan 

Persentase WP Badan dan OP Non 

Karyawan yang melakukan pembayaran 

 

Internal Process Perspective  

Perumusan kebijakan yang 

berkualitas  

4a- N Indeks efektivitas peraturan perpajakan  

Penyuluhan, pelayanan dan 

kehumasan yang efektif 

 

5a- N 

 

5b- N 

 

5c- N 

Persentase efektivitas kegiatan 

penyuluhan 

Persentase tindak lanjut pengaduan 

pelayanan perpajakan tepat waktu  

Tingkat efektivitas kehumasan 

Ekstensifikasi perpajakan yang 

optimal  

6a- N Persentase WP baru hasil ekstensifikasi 

yang melakukan pembayaran 

Pengawasan wajib pajak yang 

efektif  

 

7a- CP 

 

7b- N 

Persentase keberhasilan pelaksanaan joint 

program  

Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan  

Pemeriksaan dan penagihan 

yang efektif 

8a- N 

8b- N 

Persentase penyelesaian pemeriksaan 

Persentase pencairan piutang pajak  

Penyidikan yang efektif 9a- N Persentase hasil penyidikan yang telah 

dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) 
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Penangangan putusan 

banding/gugatan WP yang 

optimal  

10a- N Persentase jumlah putusan yang 

mempertahankan objek banding/gugatan di 

pengadilan pajak   

Pengendalian mutu yang efektif 11a-CP Persentase rekomendasi BPK yang telah 

ditindaklanjuti  

Data perpajakan yang optimal 12a- N Persentase data eksternal teridentifikasi  

 

Learning and Growth Perspective  

SDM yang kompeten 13a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi 

standar kompetensi jabatan  

13b- N Persentase proses penempatan talent  

pada jabatan target 

Organisasi yang fit for purpose  14a- CP 

14a1- CP 

 

14a2-CP 

14b- CP 

Indeks Integritas Organsasi  

Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap 

kriteria ZI WBK 

Indeks Persepsi Integritas  

Persentase penyelesaian program 

Transformasi Digital  

Sistem manajemen informasi 

yang andal 

15a- CP Tingkat downtime sistem TIK 

Pengelolaan anggaran yang 

berkualitas  

16a- N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran  

 

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam 

dokumen Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2019 Nomor: 3/KK/2019 sebagian 

besar tercapai dengan baik. Dari 16 Sasaran Strategis dan 22 IKU Kemenkeu- One DJP, 

sebanyak 20 IKU berstatus hijau dan 2 IKU berstatus kuning serta tidak terdapat IKU 

berstatus merah.  
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Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu- One DJP tahun 2019 dapat 

disajikan sebagaimana tabel berikut : 

Tabel Target dan Realisasi IKU Kemenkeu- One Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019 

 

Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/  

Indikator Kinerja Utama  
Target Realisasi 

Indeks 

Capaian 

Stakeholder Perspective (25%) 21,11% 

1 Penerimaan pajak negara yang optimal 84,44% 

1a- CP Persentase realisasi penerimaan pajak  100 % 84,44% 84,44% 

Customer Perspective (15%) 15,54% 

2 Pelayanan publik yang prima 103,73% 

2a- CP Indeks kepuasan publik atas layanan DJP 4,29 4,45 103,73% 

3 Kepatuhan wajib pajak yang tinggi 103,47% 

3a- CP Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non 

Karyawan 

60% 62,08% 103,47% 

3a1-CP 

 

Persentase tingkat kepatuhan formal WP 

Badan dan OP Non Karyawan 

70% 72,52% 103,60% 

3a2-CP 

 

Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan 

yang melakukan pembayaran 

50% 51,64% 103,28% 

Internal Process Perspective (30%) 32,98% 

4 Perumusan kebijakan yang berkualitas  104,51% 

4a- N Indeks efektivitas peraturan perpajakan 8,2 8,57 104,51% 

5 Penyuluhan, pelayanan dan kehumasan yang efektif 113,26% 

5a- N Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan  65% 84,74% 120% 

5b- N Persentase tindak lanjut pengaduan 

pelayanan perpajakan tepat waktu  

85% 100% 117,65% 

5c- N Tingkat efektivitas kehumasan 80 85,82 107,28% 

6 Ekstensifikasi perpajakan yang optimal  109,79% 

6a- N Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang 

melakukan pembayaran 

100% 109,79% 109,79% 

7 Pengawasan wajib pajak yang efektif 112,83% 

7a- CP Persentase keberhasilan pelaksanaan joint 

program  

80% 84,52% 105,65% 

7b- N Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan  

100% 131,20% 120% 

8 Pemeriksaan dan penagihan yang efektif 117,98% 

8a- N Persentase penyelesaian pemeriksaan 100% 115,96% 115,96% 

8b- N Persentase pencairan piutang pajak 75% 94,84% 120% 

9 Penyidikan yang efektif 120% 

9a- N Persentase hasil penyidikan yang telah 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) 

65% 107,46% 120% 

10 Penanganan putusan banding/gugatan WP yang optimal 98,88% 
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Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/  

Indikator Kinerja Utama  
Target Realisasi 

Indeks 

Capaian 

10a- N Persentase jumlah putusan yang 

mempertahankan objek banding/gugatan di 

pengadilan pajak 

41% 40,54% 98,88% 

11 Pengendalian mutu yang efektif  106,14% 

11a-CP Persentase rekomendasi BPK yang telah 

ditindaklanjuti  

90% 95,53% 106,14% 

12 Data perpajakan yang optimal 105,92% 

12a- N Persentase data eksternal teridentifikasi  65% 68,85% 105,92% 

Learning and Growth Perspective (30%) 33,00% 

13 SDM yang kompeten 103,64% 

13a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi 

standar kompetensi jabatan  

94% 94,97% 101,03% 

13b- N Persentase proses penempatan talent pada 

jabatan target  

80% 85% 106,25% 

14 Organisasi yang fit for purpose  116,39% 

14a- CP Indeks Integritas Organisasi  92,5 104,32 112,78% 

14a1- CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap 

kriteria ZI WBK 

100 

(30 

unit 

kerja)  

124,16% 120% 

14a2-CP Indeks Persepsi Integritas  85 88,3 104,27% 

14b- CP Persentase penyelesaian program 

Transformasi Digital  
80% 97,56% 120% 

15 Sistem manajemen informasi yang andal  120% 

15a- CP Tingkat downtime sistem TIK 0,10% 0,0031% 120% 

16 Pengelolaan anggaran yang berkualitas 100,03% 

16a- N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran  95% 95,03% 100,03% 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 102,63% 

DJP selau mendorong inovasi dan terobosan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan baik di internal maupun eksternal . Selain itu, Direktorat Jenderal Pa jak 

juga dijadikan referensi terhadap beberapa manjemen yang dikembangkan untuk dapat 

diterapkan di beberapa kementerian. Keberhasilan DJP tahun 2019 juga ditunjukkan dari 

beberapa achievement dan penghargaan, diantaranya adalah Platinum Medal of Asia Pacific 

Contact Center Manager Award, First Runner Up The Best CCI 2019.  

 

Hasil evaluasi berupa rekomen dasi dari  Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 

dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas 

implementasi  Sistem Akuntabilitas Kinerja Ins tansi Pemerintah (SAKIP) menjadi dasar 

pertimbangan untuk perbaikan kebijakan, proses bisnis dan manajemen sistem terkait 

pengelolaan kinerja. 
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Latar Belakang  
 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fo kus APBN 2019 adalah  

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari 

negara berpenghasilan menengah (middle income trap)  dengan memperhatikan tiga kendala. 

Pertama pembangunan infras truktur , kedua SDM, dan ketiga penguatan institusi. Untuk dapat 

mendukung strategi pemerintah tersebut, reformasi keuangan negara di bidang pendapatan 

diarahkan agar dapat memperkuat dan memperluas basis penerimaan negara untuk 

mendukung kemandirian APBN. Sumber: www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita  

 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

merupakan instansi pemerintah setingkat 

eselon I di lingkungan Kementerian 

Keuangan yang melaksanakan tugas 

dalam perumusan dan melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang perpajakan di Indonesia. Sebagai 

instansi pemerintah yang melaksanakan 

tugas di bidang administrasi perpajakan, 

Direktorat Jenderal Pajak mengemban 

tugas untuk mengamankan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara terutama 

pada sektor penerimaan perpajakan.  

Upaya peningkatan tax ratio di tahun 

2019 diupayakan oleh Pemerintah dengan 

tetap mempertimbangkan kapasitas 

perekonomian nasional dan 

perkembangan usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM). Di samping itu, 

pemberian insentif fiskal untuk kegiatan 

ekonomi strategis akan 

diimplementasikan oleh Pe merintah untuk 

mengakselerasi kegiatan investasi dan 

ekspor yang dapat mendorong 

peningkatan pendapatan negara. 

Komposisi Penerimaan Perpajakan pada 

postur Pendapatan Negara mencapai 

Rp1.577,56 triliun berdasarkan APBN 

Tahun 2019. 

Dalam rangka pertanggungjawaban 

pencapaian kinerja dan pelaksanaan 

anggaran suatu instansi pemerintah, serta 

untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good 

governance) di lingkungan Kementerian 

Keuangan, maka setiap instansi di 

lingkungan Kementerian Keuangan 

diwajibkan untuk membuat pelaporan 

kinerja sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

Laporan ini merupakan laporan 

berkala yang disusun DJP sebagai wujud 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas 

kepada seluruh stakeholder. Penyusunan 

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat 

Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Rencana Strategis 

Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 

sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

466/KMK.01/2015, serta Rencana Strategis 

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 

sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

95/PJ/2019.



  

  

 LAPORAN KINERJA 

 

8 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi DJP 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan, maka kedudukan, tugas dan fungsi DJP adalah sebagai berikut. 

 

1. Kedudukan 

Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 

 

2. Tugas Pokok 

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan.  

 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;  

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;  

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan; 

f. pelaksanaan administrasi DJP; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.  
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Peran Strategis  

 

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang 

berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam 

kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depa n. 

Kesembilan agenda prioritas d isebut Nawa Cita. Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) 

yang terkait dengan tugas dan fungsi DJP adalah Nawa Cita (7). ˨ _ÙĲĥöĥÓ÷ÀĀ WÙÿÀĀÓíĖíÀĀ

Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-zÙ÷ġĆĖ zġĖÀġÙçíĚ 8÷ĆĀĆÿí 2ĆÿÙĚġí÷ː˩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Nota Keuangan APBN 2019 

Pada tahun 2019, asumsi dasar 

ekonomi makro mengalami dinamika yang 

disebabkan oleh beberapa aspek. Secara 

lebih rinci, dalam ceteris paribus  dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

pada pendapatan negara. Meningkatnya 

aktivitas ekonomi mem pengaruhi 

penerimaan perpajakan, diantaranya 

Pajak Penghasilan (badan usaha 

maupun orang pribadi), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), cukai, serta 

pajak perdagangan Internasional.  

2. Kenaikan tingkat inflasi berpengaruh 

pada penerimaan negara dari PPh 

nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.  

3. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap 

dolar Amerika Serikat berpengaruh 

pada sisi pendapatan PPh migas dan 

penerimaan pajak perdagangan 

internasional.  

Peran penerimaan negara pada sektor 

perpajakan semakin penting dan strategis 

dalam menunjang kemandirian 

pembiayaan negara. Hal tersebut 

disebabkan oleh menurunnya peran 

penerimaan negara dari sektor minyak 

dan gas bumi. Lifting  migas secara spesifik 

mempengaruhi beberapa komponen 

Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam 

APBN. Saat ini DJP berperan dalam 

menghimpun penerimaan sebesar lebih 

dari 70% (persen) dari total penerimaan 

dalam negeri. (Sumber: kemenkeu.go.id/ 

bukuinformasi APBN 2019) 

DJP memiliki tugas dalam 

merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang perpajakan. Tugas yang diemban 

DJP tersebut membuat DJP berperan 

besar dalam pelaksanaan pemerintahan.  

  

Gambar 1.1 Grafik 1 Porsi Penerimaan Perpajakan pada APBN 
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Struktur Organisasi DJP 

 

Organisasi DJP terdiri  dari unit Kantor Pusat, unit Kantor Operasional, dan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, 

dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri dari  Kantor Wilayah DJP (Kanwil 

DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP). 

 

DJP, dengan jumlah kantor 

operasional lebih dari 500 unit dan jumlah 

pegawai lebih dari 45.000 orang yang 

tersebar di seluruh penjuru nusantara, 

merupakan organisasi terbesar dalam 

lingkup Kementerian Keuangan. Segenap 

sumber daya yang ada tersebut 

diberdayakan untuk melaksanakan 

pengamanan penerimaan pajak yang 

beban setiap tahunnya semakin 

bertambah. 

 

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri 

atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 

Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara 

Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan 

jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP 

adalah sebagai berikut. 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, 

melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas serta pembinaan 

dan pemberian dukungan administrasi 

kepada semua unsur di lingkungan 

DJP. 

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang peraturan KUP, Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa, PPN, 

PPnBM, PTLL, dan PBB. 

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis  di 

bidang peraturan PPh, advokasi,  

pemberian bimbingan dan 

pelaksanaan advokasi, dan 

harmonisasi peraturan perpajakan.  

4. Direktorat Pemeriksaan dan 

Penagihan, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang 

pemeriksaan dan penagihan 

perpajakan. 

5. Direktorat Penegakan Hukum, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang penegakan hukum 

perpajakan. 

6. Direktorat Ekstensifikasi dan 

Penilaian, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis bid ang 

ekstensifikasi dan penilaian 

perpajakan. 

7. Direktorat Keberatan dan Banding, 

merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi di 

bidang keberatan dan banding. 

8. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan 

Penerimaan, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi di bidang potensi, 

kepatuhan, dan penerimaan. 

9. Direktorat Penyuluhan, 

Pelayanan,dan Hubungan 

Masyarakat, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang 

penyuluhan, pelayanan, dan 

hubungan masyarakat. 

10. Direktorat Data dan Informasi  

Perpajakan, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 
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standardisasi teknis di bidang data 

dan informasi perpajakan.  

11. Direktorat Kepatuhan Internal dan 

Transformasi Sumber Daya Aparatur, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi 

kepatuhan internal dan transformasi 

sumber daya aparatur.  

12. Direktorat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi.  

13. Direktorat Transforma si Proses 

Bisnis, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang 

transformasi proses bisnis.  

14. Direktora t Perpajakan Internasional, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang perpajakan internasiona l. 

15. Direktorat Intelijen Perpajakan, 

merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang intelijen perpajakan.  

16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi 

dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan 

menelaah masalah di bidang 

ekstensifikasi dan i ntensifikasi pajak, 

serta memberikan penalaran 

pemecahan konsepsional secara 

keahlian. 

17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan 

dan Penegakan Hukum Perpajakan, 

mengkaji dan menelaah masalah di 

bidang pengawasan dan penegakan 

hukum perpajakan, serta memberikan 

penalaran pemecahan konsepsional 

secara keahlian. 

18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan 

dan Penertiban Sumber Daya 

Manusia, mengkaji dan menelaah 

masalah di bidang pembinaan dan 

penertiban sumber daya manusia, 

serta memberikan penalaran 

pemecahan konsepsional secara 

keahlian. 

19. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan 

Perpajakan, mengkaji dan menelaah 

masalah di bidang pelayanan 

perpajakan, serta memberikan 

penalaran pemecahan konsepsional 

secara keahlian. 

 

DJP memiliki Kantor Wilayah yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit 

Kanwil DJP adalah melaksanakan 

koordinas i, bimbingan teknis, 

pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta 

penjabaran kebijakan serta pelaksanaan 

tugas di bidang perpajakan berdasarkan 

perundang- undangan.  

 

Direktorat Jenderal Pajak 

melakukan pemecahan wilayah kerja 

sesuai KEP-167/PJ/2018 tentang Penera-

pan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai 

Operasi (SMO) Instansi Vertikal DJP pada 

tanggal 1 Oktober 2018, sehingga total 

seluruh Kanwil DJP adalah 34 unit. Unit ini 

dapat dibedakan atas: 

1. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan 

Kanwil DJP Jakarta Khusus yang 

berlokasi di Jakarta; dan  

2. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib 

Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta 

Khusus yang lokasinya tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia.  

 

Sebagai perpanjangan tangan kantor 

wilayah, DJP memiliki total 352 unit KPP. 

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan 

kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan 

berdasarkan segmentasi wajib pajak  dan 

wilayah yang diadministrasikannya, yaitu: 
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1. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan waji b pajak besar nasional; 

2. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak 

besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta 

perusahaan masuk bursa; dan  

3. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.  

Untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil ( remote) yang tidak 

terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan 

dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 

Jumlah KP2KP yang tersebar diseluruh Indonesia sebanyak 204 unit.  

Selain unit kantor pelayanan, DJP juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas: 

1. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) setingkat Eselon II; 

2. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar; 

3. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Jambi; 

4. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP).  

 

 

 

  



 

  

LAPORAN KINERJA  

  

13 

Struktur  Organisasi DJP 

  
Direktur Jenderal  

Sekretariat Direktorat Jenderal  Tenaga Pengkaji 
¶ Bidang Pelayanan Perpajakan 

¶ Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan  

¶ Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Perpajakan 

¶ Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM 

Direktorat  

¶ Direktorat Peraturan 

Perpajakan I 

¶ Direktorat Peraturan 

Perpajakan II 

¶ Direktorat Pemeriksaan & 

Penagihan 

¶ Direktorat Penegakan Hukum 

¶ Direktorat Ekstensifikasi & 

Penilaian 

¶ Direktorat Keberatan & 

Banding 

¶ Direktorat Potensi, 

Kepatuhan, dan Penerimaan 

¶ Direktorat Penyuluhan, 

Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat 

¶ Direktorat Data dan Informasi 

Perpajakan 

¶ Direktorat Kepatuhan Internal 

dan Transformasi Sumber 

Daya Aparatur 

¶ Direktorat Teknologi in formasi 

dan Komunikasi 

¶ Direktorat Transformasi 

Proses Bisnis  

¶ Direktorat Perpajakan 

Internasional  

¶ Direktorat Intelijen 

Perpajakan 

Kantor Wilayah 

¶ Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 

¶ Kanwil DJP Jakarta Khusus 

¶ Kanwil DJP Aceh 

¶ Kanwil DJP Sumatera Utara I 

¶ Kanwil DJP Sumatera Utara II 

¶ Kanwil DJP Riau 

¶ Kanwil DJP Kepulauan Riau 

¶ Kanwil DJP Sumatera Barat & Jambi 

¶ Kanwil DJP Sumatera Selatan & 

Kepulauan Bangka Belitung 

¶ Kanwil DJP Bangkulu & Lampung 

¶ Kanwil DJP Banten 

¶ Kanwil DJP Jakarta Pusat 

¶ Kanwil DJP Jakarta Utara 

¶ Kanwil DJP Jakarta Barat  

¶ Kanwil DJP Jakarta Timur 

¶ Kanwil DJP Jakarta Selatan I 

¶ Kanwil DJP Jakarta Selatan II 

¶ Kanwil DJP Jawa Barat I 

¶ Kanwil DJP Jawa Barat II 

¶ Kanwil DJP Jawa Barat III 

¶ Kanwil DJP Jawa Tengah I 

¶ Kanwil DJP Jawa Tengah II 

¶ Kanwil DJP DI Yogyakarta 

¶ Kanwil DJP Jawa Timur I 

¶ Kanwil DJP Jawa Timur II 

¶ Kanwil DJP Jawa Timur III 

¶ Kanwil DJP Kalimantan Barat  

¶ Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah 

¶ Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 

¶ Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan 

Tenggara 

¶ Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, 

Gorontalo, dan Maluku Utara 

¶ Kanwil DJP Bali 

¶ Kanwil DJP Nusa Tenggara 

¶ Kanwil DJP Papua & Maluku 

Unit Pelaksana Teknis 

¶ Pusat Pengolahan Data dan 

Dokumen Perpajakan 

(PPDDP) 

¶ Kantor Pengolahan Data 

dan Dokumen Perpajakan 

(KPDDP) Makassar 

¶ Kantor Pengolahan Data 

dan Dokumen Perpajakan 

(KPDDP) Jambi 

¶ Kantor Layanan Informasi 

dan Pengaduan (KLIP) 

Kantor Pelayanan Pajak 

KP2KP 
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Sistematika Pelaporan 

 

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 adalah sebagai 

berikut:  

 

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan 

secara singkat tentang tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai beserta hasil 

capaiannya. 

 

Bab I. Pendahuluan 

Pada Bab ini diuraikan secara singkat 

tentang latar belakang penyusunan LAKIN; 

kedudukan, tugas, dan fungsi DJP; peran 

strategis; struktur organisasi DJP; serta 

sistematika pelaporan.  

 

Bab II. Perencanaan Kinerja 

Pada Bab ini diuraikan penjelasan rinci 

mengenai rencana strategis, prioritas 

nasional serta perencanaan kinerja dan 

penetapan kinerja. Selain itu, juga 

diuraikan pelaksanaan refinement  

Kontrak Kinerja Kemenkeu - One tahun 

2019 dan pengukuran kinerja organisasi. 

  

Bab III. Akuntabilitas Kinerja  

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja 

organisasi unt uk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis organisasi sesuai 

dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. 

 

 

 

B. Realisasi Anggaran 

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi 

anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja.  

 

C. Kinerja Lain-Lain 

Pada Sub Bab ini diuraikan inisiatif, 

inovasi, penghargaan/hadiah/award, 

achievement, DJP . 

 

D. Evaluasi  

Pada Sub Bab ini diuraikan evaluasi 

internal atas pelaksanaan rencana 

strategis, program, kegia tan, dan 

anggaran. Selain itu diuraikan juga 

pelaksanaan reviu pengelolaan kinerja 

dan evaluasi implementasi SAKIP di 

lingkungan DJP. 

 

Bab IV. Penutup 

Pada Bab ini diuraikan tentang 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

sasaran yang ditetapkan, permasalahan 

dan kendala, serta strategi pemecahan 

langkah- langkah perbaikan untuk tahun 

mendatang.  

 

Lampiran  

Galeri foto Kegiatan Pengelolaan Kinerja 

 

  



 

  

LAPORAN KINERJA  

  

17 

Rencana Strategis  
 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi 

sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun 

untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2015-2019 memuat visi, 

misi, tujuan, sasaran strateg is, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka 

kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2015- 2019. 

 

Penyusunan Renstra Tahun DJP 

2015- 2019 mengacu pada  

dokumen- dokumen perencanaan di level 

Kementerian Keuangan dan Nasional, 

meliputi Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019, 

Rencana Strategis Kementerian Keuangan 

Tahun 2015-2019, Rencana Strategis DJP 

Tahun 2015-2019. Sesuai dengan tugas dan 

fungsi DJP yang mendukung pencapaian 

Nawacita Nasional khususnya tema serta 

arah kebijakan dan strategi nasional pada 

`ÀĲÀÎíġÀ ²MMˋ ĴÀíġĥ ˨sĖĆçĖÀÿ ēÙĀíĀç÷ÀġÀĀ

ÓÀĀ ēÙĀçÀÿÀĀÀĀ ēÙĀÙĖíÿÀÀĀ ēÀöÀ÷˩ː 

 

Secara umum Renstra DJP Tahun 

2015- 2019 memuat: 

1) Profil DJP; 

2) Visi dan Misi DJP serta  

Nilai- nilai Kementerian 

Keuangan; 

3) Arah Kebijakan Kementerian 

Keuangan; 

4) Arah Kebijakan DJP; 

5) Tujuan dan Destination 

Statement DJP; 

6) Sasaran Strategis dan Indikator 

Utama; 

7) Inisiatif Strategis dan Program 

Strategis; 

8) Kerangka Regulasi, Kerangka 

Kelembagaan, dan Kerangka 

Pendanaan; dan 

9) Lembaran Strategis.  

 

 

 

 

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak  

 

Sesuai Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Pajak Tahun 2015- 2019, Visi 

2Vs ÀÓÀúÀë ˨Menjadi Institusi 

Penghimpun Penerimaan Negara 

yang Terbaik demi Menjamin 

Kedaulatan dan Kemandirian 

Negara .˩ 

 

Kalimat Visi DJP berupaya 

mendukung Visi Pemerintah 

berdasarkan Nawa Cita yaitu 

T˨erwujudnya Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong˩ ː WÀúíÿÀġ ıíĚí ÓÀúÀÿ

Renstra DJP tersebut menegaskan 

bahwa segala strategi yang 

dituangkan dalam dokumen Renstra 

DJP ditujukan untuk mensukseskan 

Visi dan Misi Pemerintah. 

 

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak  

 

Misi merupakan jalan yang 

ditentukan untuk menuju masa 

depan. Misi DJP menunjukkan 

mengapa DJP diperlukan di 

Indonesia serta apa yang dilakukan 

oleh DJP sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, 

Misi DJP adalah: 
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 ˩Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 

¶ mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang 

tinggi dan penegakan hukum yang adil; 

¶ pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan; 

¶ aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan 

¶ kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja ˩ː 

 

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah 

tujuan, sasaran strategis, inisiatif strategis dan program strategis.  

 

3. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Inisiatif  

Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana juga 

diamanatkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 adalah 

optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan. Tujuan ini 

kemudian dituangkan dalam Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 

2015- 2019 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 

Indikator  2015 2016 2017 2018 2019 

Tax Ratio* 13,2% 14,2% 14,6% 15,2% 16% 

Penerimaan 

Pajak 

1.294 T 1.512 T 1.737 T 2.007 T 2.329 T 

SPT melalui 

e- Filing 

2 Juta 7 Juta 14 Juta 18 Juta 24 Juta 

Jumlah WP 

terdaftar  

32 Juta 36 Juta 40 Juta 42 Juta 44 Juta 

* termasuk 1% pajak daerah 

Sumber : Rencana Strategis DJP, Salinan KEP- 95/PJ/2015

 

DJP menetapkan Arah Kebijakan Tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

 ̄ Tahun 2015  : Pembinaan Wajib Pajak; 

 ̄ Tahun 2016 : Penegakan Hukum; 

 ̄ Tahun 2017 : Rekonsiliasi;  

 ̄ Tahun 2018 : Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP);  

 ̄ Tahun 2019 :  Kemandirian APBN
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Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam kurun waktu 2015- 2019 dijabarkan 

dalam beberapa Inisiatif Strategis . Penjabaran Sasaran Strategi tersebut adalah se-

bagai berikut: 

Tabel 2. 2 Penjabaran Sasaran Strategis 

No. Sasaran Strategis Inisiatif Strategis  Unit in Charge 

1. Penerimaan pajak yang 

optimal  

(Berdasarkan teori Balanced Scorecard, Sasaran 

Strategis yang berada di Stakeholder Perspective, 

merupakan hasil ( outcome) dari satu atau lebih inisiatif 

strategis yang dilakukan pada Internal Process 

Perspective dan Learning and Growth Perspective , 

sehingga tidak ada inisiatif strategis dan UIC- nya) 

2. Pemenuhan layanan 

publik 

(Berdasarkan teori Balanced Scorecard, Sasaran 

Strategis yang berada di Customer Perspective, 

merupakan output dari satu atau lebih inisiatif strategis 

yang dilakukan pada Internal Process Perspective dan 

Learning and Growth Perspective , sehingga tidak ada 

inisiatif strategis dan UICnya)  

3. Kepatuhan wajib pajak 

yang tinggi 

4. Pelayanan prima 

     

a. Migrasi wajib pajak e- Filing TIP*, TTKI, TPB, 

P2Humas 

(nama Dit. TIP & Dit. 

TTKI telah diubah 

menjadi DIP & TIK, 

PMK-

87/PMK.01/2019) 

b. Secara drastis 

meningkatkan kapasitas 

call center  

P2Humas*,  TPB, TTKI 

c. Ekspansi fungsionalitas 

website 

P2Humas*, TIP, TTKI 

5. Peningkatan efektivitas 

penyuluhan dan 

kehumasan 

d. Meluncurkan strategi 

komunikasi terpadu  

P2Humas*, Indik, P2, 

KITSDA 

(nama Dit. Indik telah 

diubah menjadi Dit. 

Intel Perpajakan, 

PMK-

234/PMK.01/2015) 

6. Peningkatan 

ekstensifikasi 

perpajakan 

e. Menjangkau ekonomi 

informal melalui 

pendekatan end- to- end 

EP* 

f. Penajaman ekstensifikasi 

Wajib Pajak 

EP*,TIP. TTKI, PKP,  

TPB, Setditjen 

7. Peningkatan 

pengawasan wajib pajak 

g. Memperbaiki segmentasi 

dan model penjangkauan 

Wajib Pajak 

Setditjen*, KITSDA, 

TPB, TTKI, TIP 
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No. Sasaran Strategis Inisiatif Strategis  Unit in Charge 

h. Membenahi sistem 

administrasi PPN 

PP I*, TPB, TTKI, TIP, 

PKP 

   i. Menyusun model 

manajemen kepatuhan 

Wajib Pajak berbasis risiko 

(Compliance Risk 

Management) 

PKP*, Setditjen, P2, 

TIP, TTKI, TPB, EP, KB 

j. Meningkatkan intensifikasi 

pengumpulan pajak 

PKP*, TIP. PP I, PP II, 

TPB, EP, KITSDA, 

Setditjen, KB, 

P2Humas 

8. Peningkatan efektivitas 

pemeriksaan 

k. Meningkatkan efektivitas 

pemeriksaan 

P2*, TIP, TTKI, 

Setditjen, KITSDA 

9. Peningkatan efektivitas 

penegakan hukum 

l. Memastikan kualitas dan 

konsistensi penegakan 

hukum 

P2*, KB, Indik, PP1, 

PP2, TIP, TTKI 

(nama DIt. Indik telah 

diubah menjadi Dit. 

Penegakan Hukum 

PMK-

234/PMK.01/2015) 

m

. 

Meningkatkan efektivitas 

penagihan 

P2*, TTKI, TPB 

n. Penegakan Hukum Secara 

Selektif untuk Memberikan 

Efek Jera kepada Wajib 

Pajak (blokir rekening, 

pencegahan ke luar negeri, 

penyanderaan/gijzeling, dan 

penyidikan) 

Indik*, P2Humas, P2, 

PP I, PP II 

 

10. Peningkatan kehandalan 

data 

o. Secara sistematis 

melibatkan pihak ketiga 

untuk data, penegakan , dan 

penjangkauan wajib pajak 

P2Humas*, PP I, TPB, 

TTKI, TIP, P2, Indik, 

EP 

p. Menyempurnakan KPP TIP*, Setditjen, TPB, 

P2Humas, TTKI, 

KITSDA, PP I, PP II 

11. Organisasi dan 

transformasi yang 

handal 

r. Penguatan Organisasi Setditjen*, KITSDA, 

TPB 

*merupakan unit pengampu utama  

Sumber: Rencana Strategis DJP 2015-2019 
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4. Program 

 

Program didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu 

yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat untuk mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan oleh DJP pada 

tahun 2019 adalah ˨ sĖĆçĖÀÿ sÙĀíĀç÷ÀġÀĀ ÓÀĀ sÙĀçÀÿÀĀÀĀ sÙĀÙĖíÿÀÀĀ sÀöÀ÷˩ː 

 

Program tersebut 

dilaksanakan dengan dukungan 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) 015 Tahun Anggaran 2019 

sebesar Rp 7.163.333.483.000,-  

Secara teknis program tersebut 

dijabarkan menjadi 19 kegiatan. 

Kegiatan- kegiatan DJP sesuai 

program di atas antara lain sebagai 

berikut:  

a. Peningkatan pelayanan serta 

efektivitas penyuluhan dan 

kehumasan; 

b. Pembinaan, pemantauan dan 

dukungan teknis di bidang 

teknologi, komunikasi dan 

informasi perpajakan;  

c. Pelaksanaan reformasi proses 

bisnis; 

d. Peningkatan pelaksanaan 

ekstensifikasi perpajakan;  

e. Peningkatan efektivitas kegiatan 

intelijen perpajakan;  

f. Peningkatan layanan di bidang 

penyelesaian keberatan dan 

banding; 

g. Peningkatan, pembinaan dan 

pengawasan SDM, dan 

pengembangan organisasi; 

h. Peningkatan efektivitas 

pemeriksaan, dan optimalisasi 

pelaksanaan penagihan; 

i. Perumusan kebijakan, 

standardisasi dan bimbingan 

teknis, evaluasi dan 

pelaksanaan di bidang analisis 

dan evaluasi penerimaan 

perpajakan; 

j. Perumusan kebijakan di bidang 

PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, 

dan Bea Meterai 

k. Perumusan kebijakan di bidang 

PPh; 

l. Perencanaan, pengembangan, 

dan evaluasi di bidang teknologi, 

komunikasi dan informasi;  

m. Pembinaan penyelenggaraan 

perpajakan dan penyelesaian 

keberatan di bidang perpajakan 

di daerah; 

n. Pelaksanaan penyuluhan, 

pelayanan, pengawasan dan 

konsultasi perpajakan di daerah;  

o. Pengelolaan data dan dokumen 

perpajakan; 

p. Dukungan manajemen dan 

dukungan teknis lainnya DJP; 

q. Pelaksanaan kegiatan layanan 

informasi umum perpajakan dan 

pengelolaan pengaduan; 

r. Peningkatan kegiatan 

penyidikan; dan 

s. Perumusan kebijakan dan 

standardisasi perpajakan 

internasional.  
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Prioritas Nasional dan Proyek Unggulan 

 

Prioritas Nasional  

Rencana Kerja Pemerintah  tahun 

2019 dijabarkan ke dalam 5 (lima) Prioritas 

Nasional (PN) yang meliputi:  

1. Pembangunan Manusia melalui  

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar;  

2. Pengurangan Kesenjangan 

Antarwilayah melalui Penguatan 

Konektivitas dan Kemaritiman;  

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan 

Penciptaan Lapangan Kerja melalui 

Pertanian, Industri, Pariwisata,  dan 

Jasa Produktif Lainnya;  

4. Pemantapan Ketahanan Energi, 

Pangan, dan Sumber Daya Air; serta  

5. Stabilitas Keamanan Nasional dan 

Kesuksesan Pemilu Prioritas Nasional 

didukung oleh Proyek Pendukung 

Prioritas Nasional.  

Prioritas Nasional diterjemahkan 

lebih lanjut dal am Program Program Pri-

oritas, untuk kemudian didetilkan kembali 

ke dalam kegiatan- kegiatan Prioritas 

serta dijabarkan dalam bentuk Proyek Pri-

oritas Nasional yang akan didukung oleh 

Proyek Pendukung Pro- PN pada setiap 

Kementerian/Lembaga terkait.  

Pada tahun 2019 Proyek 

Pendukung Prioritas Nasional yang terkait 

dengan tugas dan fungsi DJP sebagai 

berikut:  

 
Tabel 2. 3 Proyek Pendukung Prioritas Nasional 2019 

No PN PP KP Proyek PN 
Proyek  

Pendukung 
Output 

Anggaran 

 (Ribuan) 

1 Stabilitas 

Keamanan 

Nasional 

dan 

Kesuksesan 

Pemilu 

Kepastian 

Hukum 

dan 

Reformasi 

Birokrasi  

Pelaksanaan  

e-

Government 

yang 

terintegrasi  

Pelaksanaan 

percepatan 

tata kelola 

dan 

manajemen  

e-

Government  

yang 

terintegrasi  

Core Tax  

System 

2 

Modul 

287.971.802 

Sumber : www.bappenas.go.id/Materi Pemutakhiran RKP tahun 2019  

 

Core Tax System dalam 

Pembaruan Sistem Administrasi 

Perpajakan adalah membangun Sistem 

Teknologi Informasi Perpajakan dengan 

platform teknologi baru yang meliputi 

sistem inti perpajakan ( core tax system ) 

dan sumber daya informasi dalam rangka 

mendukung administrasi perpajakan y ang 

efektif, efisien dan memiliki fleksibilitas 

yang tinggi. 
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Proyek Unggulan  

Pada tahun 2019 terdapat Proyek Unggulan Kementerian Keuangan yang diampu 

oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan tugas dan fungsi DJP sebagai berikut:   

Tabel 2. 4 Proyek Unggulan DJP 

No. 

 

Unit/Proyek  

 

Definisi 

 

Output Anggaran 

 (Ribuan) 

UIC 

1 Inklusi 

Kesadaran 

Perpajakan 

dalam 

Kurikulum 

Pendidikan 

Nasional 

Program Inklusi Kesadaran Pajak 

dalam Kurikulum Pendidikan 

merupakan program jangka 

panjang untuk menyiapkan generasi 

emas Indonesia yang sadar dan taat 

pajak. Selain itu, untuk Grand 

Strategy Edukasi Perpajakan 

Pembinaan terhadap Wajib Pajak 

merupakan amanah Undang-

Undang yang harus dilaksanakan. 

2 MoU 1.172.782 Dit.P2 

Humas 

2 Joint Program  

DJP- DJBC 

Optimalisasi penerimaan melalui 

sinergi DJP- DJBC untuk 

peningkatan kepatuhan, efektifitas 

pengawasan dan efisiensi 

pelayanan wajib pajak yang 

merupakan pengguna jasa 

kepabeanan dan cukai. 

2 Dokumen 171.248 Dit. 

TPB 

1 Dokumen 462.914 Dit. 

PKP 

3 Implementasi 

Kebijakan 

Integrasi data 

Keuangan 

berbasis 

Single Identity 

Number (SIN) 

Inisiatif ini berisi sekumpulan 

kegiatan strategis yang dijabarkan 

dalam beberapa program reformasi 

di bidang peraturan perpajakan 

untuk membuat peraturan yang 

lebih efektif, efisien, dan adil untuk 

memperkuat struktur 

perekonomian Indonesia. 

1 Dokumen 363.708 Dit. 

TPB 

4 Penyusunan 

Kebijakan di 

bidang 

Penanganan 

Transaksi 

Ekonomi 

Digital 

Project ini bertujuan untuk 

menangani semakin 

berkembangnya perubahan pola 

ekonomi masyarakat dari 

perekonomian tradisional ke 

ekonomi digital dimana termasuk di 

dalamnya adalah e- commerce, 

penggunaan uang elektronik, 

penggunaan Intelectual Property  

(IP) dari Ekonomi Digital, dan lain 

sebagainya. Disamping itu, dengan 

semakin berkembangnya sektor 

ekonomi digital, akan memberikan 

efek bagi yang lain seperti semakin 

berkembangnya teknologi 

informasi, pola hidup masyarakat 

dan lain sebagainya. Dengan 

1 Pedoman 

Pemeriksaan 

482.434 Dit. PP 
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semakin berkembangnya ekonomi 

digital, maka potensi penerimaan 

pajak dari sektor tersebut tentu 

semakin meningkat pula.  

5 Refinement 

Compliance 

Risk 

Management 

CRM adalah sebuah framework  

kepatuhan pajak berbasis 

manajemen risiko yang terdiri dari 

proses identifikasi, asessment, 

analisis, prioritisasi, menentukan 

treatment  dan evaluasi yang 

berjalan secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

1 Dokumen 

Konsep 

Refinement 

1.703.040 Dit. 

PKP 

6 Refinement 

SIMDK Pusat 

dan Daerah 

Sistem Informasi Manajemen Data 

Keuangan Pusat dan Daerah yang 

terintegrasi, komprehensif, dan end 

to end serta meningkatkan sinergi 

pengawasan internal untuk 

pengawasan penerimaan 

perpajakan atas belanja 

pemerintah. 

1 Dashboard 506.908 Dit. 

PKP 

7 Penyusunan 

Kebijakan 

Arsitektur dan 

Proses 

Analisis Data 

Perpajakan 

Menyediakan kerangka desain 

pemanfaatan data dengan 

mengidentifikasi, memastikan 

kualitas data, memetakan, 

menyandingkan data internal dan 

eksternal dan menyediakannya 

dalam sistem informa si perpajakan 

sehingga menghasilkan data yang 

handal dan akurat untuk 

dimanfaatkan dalam melakukan 

penggalian potensi dan pengawasan 

terhadap Wajib Pajak. 

2 Dokumen 812.500 Dit. 

PKP 

8 Penyusunan 

Kebijakan 

terkait 

Implementasi 

Cash Receipt 

System 

Membenahi sistem administrasi 

PPN untuk segmen Business to 

Customer (B2C) melalui 

implementasi Cash Receipt System 

(CRS) pada Pengusaha Kena Pajak 

sektor ritel yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan penerimaan PPN 

melalui upaya peningkatan 

kepatuhan Pengusaha Kena Pajak 

sektor ritel tersebut.  

1 Regulasi 170.079 Dit.  

PP I 

 

Sumber : www.kemenkeu.go.id/rencana-kerja - kementerian - keuangan/ 
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Refinement Kontrak Kinerja  

 

Perjanjian Kinerja  

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi 

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan 

suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dar i Menteri Keuangan. 

Perjanjian Kinerja tahun 2019 Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada visi dan misi 

Presiden, Renstra, Renja dan peraturan  terkait pengelolaan kinerja. Peta Strategi DJP tahun 

2019 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak  

  

Gambar 2. 1 Peta Strategi DJP tahun 2019 
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Dari peta tersebut tergambar bahwa 

jumlah Sasaran Strategis (SS) ada 

sebanyak 16 (enam belas) SS dan 

diidentifikasikan menjadi Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sebanyak 22 (dua puluh dua) 

IKU. Sasaran Strategis tersebut saling 

berkaitan satu sama lain sehingga 

diharapkan dapat menopang pencapaian 

Visi DJP. 

Tahun 2019, agar tercapainya SS 

yang lebih optimal, DJP melakukan 

penyempurnaan pada beberapa IKU. 

Penyempurnaan (refinement ) IKU 

dilakukan agar pengukuran kinerja 

semakin baik dari tahun ke tahun, melalui 

perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU 

dan Target IKU, penetapan IKU baru, dan 

penghapusan IKU,  

1. Perubahan ruang lingkup/reformulasi 

IKU 

Reformulasi IKU meliputi perluasan 

ruang lingkup pengukuran IKU serta 

penajaman formula pengukuran IKU 

sehingga lebih menggambarkan SS.  

2. Penetapan IKU baru 

IKU baru yang ditetapkan dalam 

rangka mengukur proses bisnis dan 

resources DJP yang selama ini belum 

terakomodasi dalam Kontrak Kinerja DJP. 

Adapun rincian IKU baru adalah sebagai 

berikut:  

1) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚÙ ġíĀÓÀ÷ úÀĀöĥġ

pengaduan pelayanan perpajakan 

tepat waktu  ˩

Pengaduan terkait pelayanan 

perpajakan dalam Sistem Informasi 

Pengaduan Pajak. 

2) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚÙ ÷ÙÌÙĖëÀĚíúÀĀ

pelaksanaan joint program  ˩

Joint program  merupakan salah satu 

program sinergi perpajakan dengan 

unit lain mencakup  joint analysis, joint 

audit, joint collection,  joint  

investigation  dan joint  proses bisnis 

dan IT. 

3) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚÙ ēÙĀĴÙúÙĚÀíÀĀ

permintaan penjelasan atas data 

ÓÀĀ˖ÀġÀĥ ÷ÙġÙĖÀĀçÀĀ˩ 

Kegiatan pengawasan atas kepatuhan 

berupa permintaan penjelasan atas 

data dan/atau keterangan dimulai 

dengan penerbitan Surat Permintaan 

Penjelasan atas Data dan/atau Ket-

erangan (SP2DK) s.d. penerbitan 

Laporan Hasil Permintaan Penjelasan 

atas Data dan/atau Keterangan 

(LHP2DK) 

4) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚÙ ēÙĀĴÙúÙĚÀíÀĀ

ēÙÿÙĖí÷ĚÀÀĀ˩ 

Kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku 

sampai diterbitkan LHP. 

5) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚÙ ĖÙ÷ĆÿÙĀÓÀĚí +sW

ĴÀĀç ġÙúÀë ÓíġíĀÓÀ÷úÀĀöĥġí˩ 

Penyelesaian rekomendasi adalah 

temuan yang telah selesai 

ditindaklanjuti terhadap  

temuan/rekomendasi BPK 

sebagaimana action plan dengan 

timeframe  yang ditetapkan 

pemerintah. 

6) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚÙ ēĖĆĚÙĚ ēÙĀÙÿēÀġÀĀ

talent  ēÀÓÀ öÀÌÀġÀĀ ġÀĖçÙġ˩ 

Penetapan Talent untuk Jabatan 

Administrator (Eselon III), Jabatan 

Pengawas (Eselon IV) dan Eselon V 

melalui proses Manajemen Talenta. 

7) MW¦ ˨MĀÓÙ÷Ě MĀġÙçĖíġÀĚ fĖçÀĀĚÀĚí˩ 

Indeks Intergitas Organisasi diperoleh 

dari rata - rata nilai pemenuhan ZI- WBK 

di tingkat eselon 1. 

8) MW¦ ˨sÙrsentase penyelesaian 

ēĖĆçĖÀÿ ¢ĖÀĀĚæĆĖÿÀĚí 2íçíġÀú˩ 

Enterprise Architecture  (EA) sebagai 

jembatan menuju Transformasi Digital 

Kemenkeu, yang dilaksanakan secara 

terus menerus sejalan dengan 

perkembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (Misi Kemenkeu 4.0) 
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Penghapusan IKU 

1) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚÙ ēÙĀĴÀÿēÀíÀĀ

SPT melalui e- Filing  ˩

IKU tersebut merupakan salah 

satu tujuan DJP yang tertuang 

pada Rencana Strategi DJP 2014-

2019. Pada tahun 2019, target IKU 

sudah melampaui target Renstra. 

Pada tahun 2019 IKU tersebut 

diturunkan ke Kemenkeu - Two. 

2) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚÙ ëíÿÌÀĥÀĀ zs¢

ĴÀĀç ĚÙúÙĚÀí ÓíġíĀÓÀ÷úÀĀöĥġí˩ 

IKU tersebut merupakan salah 

satu indikator kinerja DJP yang 

tertuang pada Rencana Strategi 

DJP 2014-2019.  

3) MW¦ ˨Audit Coverage Ratio˩  

IKU tersebut merupakan salah 

satu indikator kinerja DJP yang 

tertuang pada Rencana Strategi 

DJP 2014-2019. 

4) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚe keberhasilan 

pelaksanaan joint audit  ˩

IKU ini diubah menjadi iku joint 

program . Pelaksanaan joint audit 

termasuk dalam joint program . 

5) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚÙ ĖÙ÷ĆÿÙĀÓÀĚí

BPK atas LKPP dan LKBUN yang 

ġÙúÀë ÓíġíĀÓÀ÷úÀĀöĥġí˩ 

Pada tahun 2018 IKU tersebut 

merupakan cascading peta dari 

Kemenkeu- Wide untuk ditetapkan 

pada unit eselon I dalam rangka 

mendukung pencapaian kinerja 

unit eselon I dan kementerian 

sesuai nota dinas Direktur 

Jenderal Pajak nomor  

ND- 33/PJ/2019, untuk tahun 2019 

IKU ini dimandatkan ke 

Subdirektorat Investigasi Internal 

Direktora t KITSDA dan Bagian 

Keuangan Sekretariat Direktorat 

Jenderal. 

6) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚÙ ĖÙ÷ĆÿÙĀÓÀĚí

BPK atas LK BA 15 yang telah 

ÓíġíĀÓÀ÷úÀĀöĥġí˩ 

Pada tahun 2018 IKU tersebut 

merupakan cascading peta dari 

Kemenkeu- Wide untuk ditetapkan 

pada unit eselon I dalam rangka 

mendukung pencapaian kinerja 

unit eselon I dan Kementerian. Un-

tuk tahun 2019, sesuai Nota Dinas 

Direktur Jenderal Pajak 

ND- 33/PJ/2019, merupakan IKU 

mandatory ke Subdit Investigasi 

Internal dan Bagian Keuangan. 

7) Persentase implementasi inisiatif 

RBTK 

Pada tahun 2018 IKU tersebut 

cascading peta dari Kemenkeu-

Wide untuk ditetapkan pada unit 

eselon I dalam rangka mendukung 

pencapaian kinerja unit eselon I 

dan Kementerian. 

8) MW¦ ˨¢íĀç÷Àġ ēÙÿÙĀĥëÀĀ ĥĀíġ ÷ÙĖöÀ

ġÙĖëÀÓÀē ÷ĖíġÙĖíÀ »M µ+W˩ 

Sesuai Kontrak Kinerja Direk tur 

Jenderal Pajak No- 3/KK/2019 

bahwa IKU tingkat pemenuhan 

unit kerja terhadap kriteria ZI WBK 

ditetapkan menjadi Sub IKU pada 

MW¦ ˨MĀÓÙ÷Ě MĀġÙçĖíġÀĚ fĖçÀĀíĚÀĚí˩ 

9) MW¦ ˨sÙĖĚÙĀġÀĚÙ ÷ÀēÀÌíúíġÀĚ ġÀġÀ

÷ÙúĆúÀ ¢MW˩ 

Pada tahun 2018 IKU tersebut 

cascading peta dari Kemenkeu-

Wide untuk ditetapkan pada unit 

eselon I dalam rangka mendukung 

pencapaian kinerja unit eselon I 

dan Kementerian. Sesuai Kontrak 

Kinerja Direktur TIK nomor : 

12.01/PJ/2019 IKU tersebut 

ditetapkan pada Kemenkeu- Two  

Direktur TIK. 
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Dari hasil  Refinement telah dihasilkan IKU Direktur Jenderal Pajak yang dituangkan 

dalam Kontrak Kinerja  K- One tahun 2019 dan ditandatangai antara Direktur Jenderal Pajak 

bersama Menteri Keuangan. Pada K- One DJP tahun 2019 terdapat beberapa IKU baru dan 

penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi , sebagai 

berikut.  

Tabel 2. 5 Perbandingan Target IKU tahun 2018 dan 2019 

Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/IKU Target  

2018 

Target  

2019 

Stakeholder Perspective  

1 Penerimaan pajak negara yang optimal     

1a- CP Persentase realisasi penerimaan pajak  100% 100% 

Customer Perspective   

2 Pelayanan publik yang prima     

2a- CP Indeks kepuasan publik atas layanan DJP 4,23 4.29 

3 Kepatuhan wajib pajak yang tinggi 
  

3a- CP Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non 

Karyawan 

55% 60% 

3a1-CP 

 

Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan 

OP Non Karyawan 

65% 70% 

3a2-CP 

 

Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang 

melakukan pembayaran 

45% 50% 

Internal Process Perspective   

4 Perumusan kebijakan yang berkualitas      

4a- N Indeks efektivitas peraturan perpajakan 8 8,2 

5 Penyuluhan, pelayanan dan kehumasan yang efektif 
  

5a- N Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan  60% 65% 

5b- N Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan 

perpajakan tepat waktu  

-  85% 

5c- N Tingkat efektivitas kehumasan 80 80 

6 Ekstensifikasi perpajakan yang optimal  
  

6a- N Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang 

melakukan pembayaran 

100% 100% 

7 Pengawasan wajib pajak yang efektif 
  

7a- CP Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program  -  80% 

7b- N Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 

atas data dan/atau keterangan 

-  100% 

8 Pemeriksaan dan penagihan yang efektif 
  

8a- N Persentase penyelesaian pemeriksaan -  100% 
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8b- N Persentase pencairan piutang pajak  66% 75% 

9 Penyidikan yang efektif 
  

9a- N Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan 

lengkap oleh kejaksaan (P21) 

60% 65% 

10 Penangangan putusan banding/gugatan WP yang 

optimal  

  

10a- N Persentase jumlah putusan yang mempertahankan 

objek banding/gugatan di pengadilan pajak   

40% 41% 

11 Pengendalian mutu yang efektif 
  

11a-CP Persentase rekomendasi BPK yang telah 

ditindaklanjuti  

-  90% 

12 Data perpajakan yang optimal 
  

12a- N Persentase data eksternal teridentifikasi  64% 65% 

Learning and Growth Perspective   

13 SDM yang kompeten     

13a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 

kompetensi jabatan 

94% 94% 

13b- N Persentase proses penempatan talent  pada jabatan 

target  

-  80% 

14 Organisasi yang fit for purpose  
  

14a- CP Indeks Integritas Organsasi  -  92,5 

14a1- CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI 

WBK 

100% 100%  

(30 Unit 

kerja)  

14a2-CP Indeks Persepsi Integritas  -  85 

14b- CP Persentase penyelesaian program Transformasi 

Digital 

-  80% 

15 Sistem manajemen informasi yang andal  
  

15a- CP Tingkat downtime sistem TIK 0,35% 0,1% 

16 Pengelolaan anggaran yang berkualitas 
  

16a- N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95% 95% 
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Penyusunan IKU memperhatikan keterkaitan antara Kontrak Kinerja, Renja dan 

Renstra, sebagaimana terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. 6 Keterkaitan IKU pada Renstra, Renja dan Kontrak Kinerja DJP 

No Sasaran Strategis IKU 

Kontrak Kinerja  Renja Renstra 

1 Penerimaan pajak 

negara yang optimal 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

Persentase Realisasi 

Penerimaan Pajak 

Persentase 

realisasi 

penerimaan pajak 

terhadap target  

2 Pelayanan publik 

yang prima 

Indeks kepuasan 

publik atas layanan 

DJP 

Indeks Kepuasan 

Publik atas Layanan 

DJP 

Indeks kepuasan 

pengguna layanan 

DJP 

3 Kepatuhan wajib 

pajak yang tinggi 

Persentase 

kepatuhan WP 

Badan dan OPNK 

Persentase tingkat 

kepatuhan formal 

WP Badan dan OPNK 

Persentase 

tingkat kepatuhan 

formal WP 

4 Perumusan 

kebijakan yang 

berkualitas  

Indeks efektivitas 

peraturan 

perpajakan 

Indeks efektivits 

Peraturan 

-  

5 Penyuluhan, 

pelayanan dan 

kehumasan yang 

efektif  

Persentase 

efektivitas kegiatan 

penyuluhan 

Persentase 

efektivitas kegiatan 

penyuluhan 

Tingkat efektivitas 

penyuluhan 

  
Persentase tindak 

lanjut pengaduan 

pelayanan 

perpajakan tepat 

waktu 

Persentase tindak 

lanjut pengaduan 

pelayanan 

perpajakan 

-  

  
Tingkat efektivitas 

kehumasan 

Tingkat efektivitas 

kehumasan 

Tingkat efektivitas 

kehumasan 

6 Ekstensifikasi 

perpajakan yang 

optimal  

Persentase WP baru 

hasil ekstensifikasi 

yang melakukan 

pembayaran 

Persentase WP Baru 

hasil ekstensifikasi 

yang melakukan 

pembayaran 

Persentase wP 

baru hasil 

ekstensifikasi 

yang melakukan 

pembayaran 

7 Pengawasan wajib 

pajak yang efektif 

Persentase 

keberhasilan 

pelaksanaan joint 

program 

-  -  

  
Persentase 

penyelesaian 

permintaan 

penjelasan atas data 

dan/atau keterangan 

-  -  
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8 Pemeriksaan dan 

penagihan yang 

efektif  

Persentase 

penyelesaian 

pemeriksaan 

Tingkat Efektifitas 

Pemeriksaan 

Tingkat efektivitas 

pemeriskaan 

  
Persentase 

pencairan piutang 

pajak 

Persentase 

pencairan piutang 

pajak 

-  

9 Penyidikan yang 

efektif  

Persentase hasil 

penyidikan yang 

telah dinyatakan 

lengkap oleh 

kejaksaan (P21) 

Persentase hasil 

penyidikan yang 

dinyatakan lengkap 

oleh Kejaksaan (P21) 

Persentase hasil 

penyidikan yang 

telah dinyatakan 

lengkap oleh 

kejaksaan (P21) 

10 Penangangan 

putusan 

banding/gugatan WP 

yang optimal 

Persentase jumlah 

putusan yang 

mempertahankan 

objek 

banding/gugatan di 

pengadilan pajak   

Persentase Jumlah 

Putusan yang 

Mempertahankan 

Objek Banding / 

Gugatan di 

Pengadilan Pajak 

-  

11 Pengendalian mutu 

yang efektif 

Persentase 

rekomendasi BPK 

yang telah 

ditindaklanjuti  

Persentase Jumlah 

Rekomendasi Hasil 

Pengujian Kepatuhan 

Internal yang 

Ditindaklanjuti  

-  

12 Data perpajakan 

yang optimal 

Persentase data 

eksternal 

teridentifikasi  

-  Persentase data 

eksternal 

teridentifikasi  

13 SDM yang kompeten Persentase pejabat 

yg telah memenuhi 

Standar Kompetensi 

Jabatan (SKJ) 

Persentase pejabat 

yang telah 

memenuhi standar 

kompetensi jabatan 

(SKJ) 

Persentase 

pejabat yang telah 

memenuhi SKJ 

  
Persentase proses 

penempatan talent 

pada jabatan target  

-  Persentase 

proses 

penempatan talent 

pada jabatan 

target  

14 Organisasi yang fit 

for purpose  

Indeks Integritas 

Organsasi  

-  -  

15 Sistem manajemen 

informasi yang andal  

Tingkat downtime 

sistem TIK 

Tingkat downtime 

sistem TIK 

-  

16 Pengelolaan 

anggaran yang 

berkualitas  

Persentase kualitas 

pelaksanaan 

anggaran 

Persentase Kualitas 

Pelaksanaan 

Anggaran 

-  
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Pengukuran Kinerja Organisasi  

Sesuai Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014 

tentang Pengelolaan Kinerja, tahapan 

akhir dari pengelolaan kinerja adalah 

proses penilaian, monitoring  dan evaluasi 

kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

diperoleh dengan menghitung data target 

dan realisasi IKU yang tersedia. 

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan 

dilaksanakan dengan tahapan sebagai 

berikut : 

a. Realisasi IKU 

Merupakan hasil perhitungan raw data 

berdasarkan formula didalam manual 

IKU. 

b. Indeks Capaian IKU 

Merupakan hasil perhitungan Indeks 

Capaian IKU, dilakukan dengan 

membandingan antara realisasi 

dengan target berdasarkan formula 

penghitungan indeks capaian IKU 

untuk setiap jenis polarisasi.  

c. Nilai Sasaran Strategi (NSS) 

Merupakan hasil perhitungan Nilai 

Sasaran Strategi (NSS), dilakukan 

dengan mengonsolidasikan seluruh 

indeks capaian IKU dalam suatu SS 

dengan memperhitungkan bobot 

tertimbang IKU. Bobot IKU 

mencerminkan tingkat kualitas dan 

validitas IKU. 

d. Nilai Perspektif  

Merupakan  nilai yang menunjukkan 

konsolidasi dari seluruh NSS dalam 

satu perspektif.  

e. NKO 

Merupakan konsolidasi dari seluruh 

Nilai Perspektif atau selur uh realisasi 

IKU dalam satu Peta Strategi. Perhi-

tungan NKO mengacu pada Kontrak 

kInerja yang ditetapkan.  
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Capaian Kinerja Organisasi  

Pada tahun 2019 terdapat beberapa penajaman IKU melalui reformulasi IKU dan 

penetapan target yang lebih menantang dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 

beberapa  IKU baru yang dirumuskan untuk lebih mendukung pencapaian Sasaran Strategis. 

Perubahan ini mempunyai dampak terhadap capaian kinerja organisasi DJP.  

Perkembangan NKO DJP dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat digambarkan  

sebagaimana grafik berikut:  

 

Grafik 3. 1 NKO DJP 2015- 2019 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak  

 

Secara keseluruhan, NKO 2019 mencapai 102.63 lebih rendah dibandingkan NKO tahun 

2018 sebesar 103.42. Pada tahun 2019, dari 22 IKU DJP, terdapat 20 IKU berstatus hijau (90.9%) 

dan 2 IKU berstatus kuning (9.1%) serta tidak terdapat IKU yang berstatus merah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak  
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Grafik 3. 2 Persentase Perbandingan Capaian IKU 
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Capaian IKU untuk setiap Sasaran Strategis  adalah sebagai berikut : 

Stakeholder Perspecti ve 

Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal 

1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi dan Capaian IKU 

Kode IKU Nama IKU Target Realisasi Kinerja 

1a- CP Persentase realisasi penerimaan pajak  100% 84,44% 84,44% 

 

¶ Deskripsi Sasaran Strategis  

Optimalisasi penerimaan paojak 

sesuai target APBN atau APBN- P 

 

¶ Definisi IKU 

Target penerimaan pajak  

tergambar dalam APBN atau APBN- P. 

Angka target penerimaan pajak  

diperoleh dari angka resmi yang  

diterbitkan Kementerian Keuangan, 

tercermin dalam aplikasi penerimaan 

pajak yang ditetapkan.  

Realisasi penerimaan pajak 

adalah realisasi penerimaan pajak 

netto yaitu jumlah  penerimaan bruto 

SSP dari MPN, SPM, penerimaan valas, 

penerimaan DTP, Penerimaan PBB, 

dan PPh Migas, dikurangi SPMKP dan 

SPMIB. Pengambilan data penerimaan 

setiap tanggal 7 bulan berikutnya 

setelah triwulan berakhir.  

Realisasi penerimaan pajak 

bruto adalah jumlah realisasi  

penerimaan pajak melalui Modul  

Penerimaan Negara (MPN),  

penerimaan pajak dalam mata uang 

asing, penerimaan pajak yang 

dibukukan secara manual, ditambah 

Pemindahbukuan (Pbk) Terima,  

dikurangi Pbk Kirim. Target  

Penerimaan Pajak adalah target yang  

telah ditetapkan dalam APBN/APBNP. 

 

¶ Formula IKU 

Capaian Penerimaan Pajak = 

Realisasi Penerimaan Pajak 

 

Target Penerimaan Pajak 

 

¶ Realisasi IKU 

Jenis Konsolidasi Periode IKU 

ini adalah Take Last Known Value 

dengan target triwulanan.  

Berdasarkan hasil monitoring pada 

Aplikasi Online Monitoring Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara (OMSPAN) per tanggal 13  

Januari 2020, diketahui bahwa  

realisasi penerimaan pajak pada tahun 

2019 adalah Rp1.332,06 Triliun atau 

84.44% dari target yang telah 

ditetapkan sebesar Rp1.577,56 Triliun. 

 

 

¶ Analisis terkait Capaian IKU 

Pemerintah dihadapkan pada 

tantangan eksternal dalam mencapai 

target penerimaan APBN 2019.  

Sehingga, APBN diharapkan lebih 

efisien dan efektif. Selain situasi  

geopolitik, dinamika perekonomian 

global terutama perang dagang antar 

negara berimbas pada kinerja 

perekonomian domestik. Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap penerimaan  

Indonesia. 

Dikutip dari Nota Keuangan dan 

RAPBN 2019, IMF dalam rilis World 

Economic Outlook pertumbuhan 



 

  

LAPORAN KINERJA  

  

37 

ekonomi global di tahun 2019 stagnan 

disertai laju volume perdagangan 

dunia yang diperkirakan melambat. 

Sepanjang periode Januari s.d.  

Desember 2019, Direktorat Jenderal 

Pajak mampu mengumpulkan pen-

erimaan pajak Rp1.332,06 Triliun atau 

84,44% dari target APBN yaitu sebesar 

Rp1.577,56 Triliun. Capaian realisasi 

penerimaan pajak untuk tahun 2019 

memang lebih rendah dibandingkan 

dengan capaian tahun 2018 yaitu 

92,23%, namun masih lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2015 dan 2016, 

masing- masing sebesar 81,61% dan 

81,96%. Melemahnya kondisi ekonomi 

global, belum membaiknya harga ko-

moditas pertambangan dan hasil 

sawit, dan penurunan volume 

transaksi perdagangan internasional 

sepanjang tahun 2019 di bawah  

bayang- bayang perang dagang dan 

konflik geopolitik telah menga kibatkan 

perlambatan pertumbuhan ekonomi 

nasional dan memberikan tekanan 

pada aktivitas ekspor - impor In-

doneisa. 

Sementara itu nilai impor Indo-

nesia secara kumulatif untuk periode 

Januari  ˟November 2019 sebesar USD 

156,22 miliar, atau turun 9,88% 

dibandingkan periode yang sama ta-

hun 2018. Kondisi ini memberikan 

tekanan terhadap basis  

penerimaan pajak, yang mengakibat-

kan kinerja penerimaan pajak tahun ini 

mengalami perlambatan. Kinerja per-

tumbuhan penerimaan pajak tahun 

2019 sebesar 1,48%, pertumbuhan ter-

sebut lebih rendah dibandingkan tahun 

lalu, yang mampu tumbuh double dig-

its hingga 14,10% di tahun 2018. 

Di sisi lain, untuk menjaga sta-

bilitas ekonomi pemerintah juga 

menggulirkan kebijakan pemberian 

fasilitas perpajakan, seperti 

penurunan tarif Pajak Penghasilan 

(PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) dari sebelumnya 1% 

menjadi 0,5%, pemberian fasilitas tax 

holliday dan tax allowance , dan pro-

gram percepatan restitusi. Dampak 

dari program percepatan restitusi 

cukup memberikan tekanan pada pen-

erimaan. Restitusi bulanan sepanjang 

tahun 2019 rata- rata menunjukkan 

peningkatan dibandingkan dengan ta-

hun 2018. Hanya pada triwulan III men-

galami penurunan dengan penurunan 

terbesar di bulan November. Secara 

keseluruhan restitusi tahun 2019 men-

capai Rp 143,97 Triliun atau tumbuh 

double digits hingga 21,11%. 

¶ Analisis Program yang Menunjang 

Keberhasilan Pencapaian Kinerja 

Kegiatan- kegiatan yang 

menunjang pencapaian IKU Persen-

tase realisasi penerimaan  

pajak tahun 2019 adalah: 

1. Optimalisasi ekstensifikasi wajib 

pajak berkualitas . 

2. Penguatan penyuluhan dan 

pelayanan wajib pajak. 

3. Peningkatan dan pengawasan 

kepatuhan formal dan material 

Wajib Pajak. 

4. Peningkatan efektivitas penagi-

han. 

5. Optimalisasi pelaksanaan 

pendataan dan penilaian dalam 

rangka penggalian potensi pajak. 

6. Pelaksanaan penegakan hukum 

pidana pajak dan peningkatan 

mutu pemeriksaan. 

7. Pemanfaatan data AEoI dan akses 

informasi keuangan. 

8. Tindak lanjut atas data joint analy-

sis DJP- DJPK- DJBC. 
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9. Optimalisasi pemanfaatan data 

berbasis MoU (BI, BIN, Ditjen AHU, 

Ditjen Imigrasi ) 

10. Optimalisasi pengawasan wajib 

pajak melalui Aplikasi CRM Fungsi 

Pengawasan. 

¶ Analisis atas Pelaksanaan Rencana 

Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah 

Disusun Dalam Penapaian Kinerja 

Dalam upaya pencapaian tar-

get IKU Persentase realisasi pen-

erimaan pajak tahun 2019, telah 

disusun beberapa Rencana Aksi atau 

Mitigasi Risiko, antara lain:  

1. Meningkatkan effort  dari ek-

stensifikasi, pengawasan, 

pemeriksaan dan penagihan, 

pemeriksaan bukti permulaan 

dan penyidikan. 

2. Pengawasan berbasis segmen-

tasi: WP prioritas, HWI dan grup 

usahanya, pelaku usaha ekonomi 

digital, OP pekerja bebas, pelaku 

UMKM, pengawasan kepatuhan 

pemungutan pajak pusat dan dae-

rah meliputi kerjasama denga KL 

dan Pemda (pengawasan benda-

hara, perluasan KSWP, perjanjian 

kerjasama), pengawasan kepatu-

han PPN. 

3. Peningkatan kepatuhan sukarela 

melalui edukasi dan Humas yang 

efektif, pelayanan yang mudah 

dan berkualitas.  

4. Penyusunan peta potensi pajak 

berdasarkan sektor dan wilayah.

 

2. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2017 s.d. 2019 

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2019 dengan Realisasi Kinerja Dua Tahun 

Sebelumnya terlihat dalam table berikut:  

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian IKU 2017 s.d. 2019 

Tahun 2017 2018 2019 

Target 1.283,57 1.424,00 1.577,56 

Realisasi 1.151,03 1.315,51 1332,06 

Capaian  89.67% 92.23% 84.44% 

Dari target penerimaan pajak dalam APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun,  penerimaan 

pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai 1332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari 

target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 ini menurun dibandingkan dengan 

capaian periode yang sama di tahun 2018, yaitu sebesar 92,23%.  

3. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah 

Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah terlihat 
dalam table berikut:   

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2019  
dengan Target Jangka Menengah 

 

¶ Analisis  dan Penjelasan Kenaikan/Penurunan Pertumbuhan per Jenis Pajak  

Nama Indikator Kinerja Utama (IKU) Dok. Perencanaan 2019 Kinerja 2019 

Target 

Renstra DJP  

Target 

RPJMN  

Target 

Konkin  

Realisasi 

Persentase realisasi penerimaan pajak  100% 100% 100% 84.44% 
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Penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp1.332,06 triliun, atau 84,44% dari target 
APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Pertumbuhan penerimaan mencapai 1,43% atau 
lebih lambat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 yang tumbuh 14,10%. 

Tekanan utama penerimaan pajak pada periode ini berasal dari: (i) restitusi yang 
meningkat 21,11%; (ii) moderasi harga komoditas di pasar global sehingga pertumbuhan 
penerimaan dari sektor pertambangan dan sawit menurun; (iii) normalisasi aktivitas 
impor; dan (iv) masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai 
PMI 49,5 di bulan Desember. Beberapa jenis pajak utama mengalami kontraksi namun 
masih mampu tumbuh meskipun di bawah tahun 2018, antara lain  PPh Pasal 21 tumbuh 
10,17%, PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh 1,07%, dan PPN Dalam Negeri tumbuh 3,71%. Akan 
tetapi terdapat jenis pajak utama yang tumbuh negatif seperti pada PPN Impor yang tum-
buh - 8,13%, PPh 22 Impor tumbuh -1,94% dan PPh 26 tumbuh - 6,65%. 

 
a. PPh Pasal 21 

Realisasi penerimaan PPh 

Pasal 21 mencapai Rp148,63 triliun 

atau 101,97% dari target APBN 2019 

sebesar Rp145,76 triliun dan  

tumbuh 10,17%, lebih lambat jika 

dibandingkan tahun 2018 yang 

mampu tumbuh 14,56%.  

Pertumbuhan ini ditopang oleh 

pertumbuhan sekto r- sektor utama 

seperti Adm. Pemerintahan (3.4%), 

Industri Pengolahan (5,5%), dan 

Jasa Keuangan (13,8%).  

Pertumbuhan PPh Pasal 21 menjadi 

salah satu indikator tingkat  

utilisasi tenaga kerja yang secara 

umum masih cukup baik di tahun 

2019. Perbaikan kondisi 

ketenagakerjaan juga tercermin 

pada kenaikan tingkat upah dan 

menurunnya tingkat pengangguran 

di tahun 2019 

 

b. PPh Pasal 22 

Realisasi penerimaan PPh 

Pasal 22 mencapai Rp18,94 triliun 

atau 83,40% dari target APBN 2019 

sebesar Rp22,71 triliun dan tumbuh 

5,19%, lebih lambat dibandingkan 

tahun 2018 yang tumbuh sebesar 

11,35%. Pertumbuhan terutama  

ditopang oleh sektor Industri  

Pengolahan dan Pengadaan Listrik 

yang tumbuh 11,5% dan 3,8%,  

sementara sektor Perdagangan 

menunjukkan perlambatan dengan 

pertumbuhan 1,4%. 

 

c. PPh Pasal 22 Impor 

Realisasi penerimaan PPh 

Pasal 22 Impor mencapai Rp53,66 

triliun atau 78,61% dari target APBN 

2019 sebesar Rp68,26 triliun dan 

tumbuh - 1,94% jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan tahun 2018 

yang mampu tumbuh 26,80%.  

Perlambatan pertumbuhan  

penerimaan PPh Pasal 22 Impor ini 

sejalan dengan menurunnya laju 

pertumbuhan impor Indonesia 

selama tahun 2019 yang mengalami 

pertumbuhan negatif setiap  

bulannya. Moderasi nilai impor juga 

berlaku untuk komponen -  

komponen di dalamnya. Secara 

sektoral setoran PPh Pasal 22  

Impor didominasi oleh Industri 

Pengolahan yang mengalami 

penurunan dengan pertumbuhan  

- 9,2% dan sektor Perdagangan 

yang tumbuh terbatas pada 4,56%. 
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d. PPh Pasal 23 

Realisasi penerimaan PPh 

Pasal 23 mencapai Rp42,40 triliun 

atau 87,41% dari target APBN 2019 

sebesar Rp48,50 triliun dan  

tumbuh 6,69%. Pertumbuhan ini 

lebih rendah dibandingkan dengan 

pertumbuhan tahun 2018 sebesar 

16,86%. Secara sektoral  

penerimaan terbesar berasal dari 

Industri Pengolahan yang tumbuh  

- 5,0%, diikuti Pertambangan yang 

tumbuh 2.1% dan Perdagangan yang 

tumbuh 14,8%. 

 

e. PPh Pasal 25/29 OP 

Realisasi penerimaan PPh 

Pasal 25/29 OP mencapai Rp11,23 

triliun atau 102,80% dari target 

APBN 2019 sebesar Rp10,92 triliun 

dan tumbuh 19,38% hampir sama 

dengan pertumbuhan 2018 yang 

mencapai 20,50%. Pertumbuhan ini 

ditopang oleh positifnya  

pertumbuhan setoran masa dan 

tahunan sebesar 12,89% dan 

18,48%. Secara sektoral, PPh Pasal 

25/29 OP didominasi oleh sektor 

Kegiatan Jasa Lainnya sebesar 

Rp8,58 triliun, dengan pertum-

buhan 20,7% dan sektor 

Perdagangan sebesar Rp1,34  

triliun dengan pertumbuhan 15,4%. 

 

f. PPh Pasal 25/29 Badan 

Realisasi penerimaan PPh 

Pasal 25/29 Badan mencapai 

Rp256,74 triliun atau 82,41% dari 

target APBN 2019 sebesar Rp311,55 

triliun dan dengan pertumbuhan 

1,07%, jauh melambat dibandingkan 

tahun 2018 yang mampu tumbuh 

hingga 21,98%. Secara sektoral, 

penerimaan sektor utama  

menunjukkan perlambatan 

dibandingkan tahun 2018. Setoran 

terbesar berasal dari Sektor Jasa 

Keuangan yang hanya tumbuh 

0,92% diikuti Industri Pengolahan 

7,65%. Adapun realisasi sektor 

Pertambangan terpuruk dengan 

pertumbuhan  -21,79%.  

 

g. PPh Pasal 26 

Realisasi penerimaan PPh 

Pasal 26 mencapai Rp54,94 triliun 

atau 66,62% dari target APBN 2019 

sebesar Rp82,47 triliun dan  

tumbuh - 6,65% lebih rendah dari 

tahun 2018 yang mampu tumbuh 

15,58%. Pertumbuhan negatif ini 

disebabkan oleh menurunnya PPh 

Pasal 26 atas Dividen (tumbuh  

- 13,5%) akibat melambatnya  

pertumbuhan laba korporasi tahun 

2018. Setoran dividen secara  

keseluruhan merupakan  

kontributor terbesar PPh Pasal 26 

(kontribusi 35%), sehingga dampak 

penurunannya sangat 

mempengaruhi kinerja PPh Pasal 

26. Meskipun demikian, setoran 

PPh Pasal 26 atas Bunga, Royalti 

dan Jasa mengalami pertumbuhan 

yang cukup baik masing- masing 

sebesar 34,5%, 3,6%, dan 8,1%.  

 

h. PPh Final 

Realisasi penerimaan PPh 

Final mencapai Rp124,54 triliun 

atau 90,36% dari target APBN 2019 

sebesar Rp137,83 triliun dan tum-

buh 7,86% hampir  sama dengan 

pertumbuhan tahun 2018 sebesar 

8,61%. Jasa konstruksi menunjuk-

kan peningkatan sebesar 9,02% se-

jalan dengan peningkatan PDB 

nominal Konstruksi. PPh Final atas 

Diskonto Bunga Obligasi dan Per-

sewaan Tanah dan Bangunan 
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mampu tumbuh double digit  

masing- masing sebesar 15,86% 

dan 11,68%. Namun, pertumbuhan 

PPh Final ini tertahan  oleh 

penurunan setoran WP Bruto  

Tertentu (PP23) yang tumbuh  

- 15,38%, penurunan setoran Uplift  

dan Pengalihan Participating   

Interest  Usaha Bidang Hulu Migas 

yang tumbuh - 76,17% dan  

peningkatan restitusi sebesar 

515,34%. 

 

i. PPN DN 

Realisasi penerimaan PPN 

DN mencapai Rp346,31 triliun atau 

84,33% dari target APBN 2019 

sebesar Rp410,69 triliun dan  

tumbuh 3,71%, lebih rendah dari  

tahun 2018 yang tumbuh 6,23%. 

Perlambatan ini salah satunya 

disebabkan oleh peningkatan  

restitusi yang mencapai 25,03% 

akibat kebijakan percepatan  

restitusi berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 

39/PMK.03/2018. Jika dilihat secara 

bruto, yaitu dengan mengeluarkan 

restitusi dar i perhitungan, maka 

pertumbuhan PPN DN adalah 

sebesar 6,58%. Positifnya  

pertumbuhan bruto ini juga terlihat 

dari baiknya pertumbuhan setoran 

Masa, yang merupakan kontributor 

terbesar , sebesar 8,32%. Secara 

sektoral, realisasi PPN DN 

didominasi oleh sektor  

Perdagangan yang tumbuh 3,59% 

diikuti Industri Pengolahan yang 

tumbuh - 3,1%. 

 

 

 

 

 

 

j. PPN Impor 

Realisasi penerimaan PPN 

Impor mencapai Rp171,25 triliun 

atau 76,69% dari target APBN 2019 

sebesar Rp223,30 triliun dan  

tumbuh - 8,13% jauh dibandingkan 

tahun 2018 yang tumbuh hingga 

25,07%. Sejalan dengan kinerja PPh 

Pasal 22 Impor, PPN Impor juga 

mencatat perlambatan, bahkan 

pertumbuhan negatif karena  

penurunan volume dan nilai impor 

di tahun 2019 yang salah satunya 

akibat kebijakan pembatasan  

impor berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 

110/PMK.010/2018. Secara sektoral, 

kinerja PPN Impor terbesar  

berasal dari Industri Pengolahan 

yang tumbuh - 9,0% dan 

Perdagangan yang tumbuh - 5,9%. 

 

k. PPnBM DN 

Realisasi penerimaan 

PPnBM DN mencapai Rp10,47  

triliun atau 69,40% dari target 

APBN 2019 sebesar Rp15,09 triliun 

dan tumbuh -18,17% semakin  

melambat bila dibandingkan  

pertumbuhan tahun 2018 yang 

mencapai - 3,75%. Secara sektoral 

realisasi PPnBM DN didominasi 

oleh Industri Pengolahan terutama 

Industri Kendaraan Bermotor yang 

mencapai Rp10,25 triliun, dengan 

pertumbuhan - 15,61%.  

Pertumbuhan negatif pada PPnBM 

DN disebabkan oleh penurunan 

penjualan jenis mobil, termasuk di 

dalamnya penjualan mobil yang 

terutang PPnBM. 
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l. PPnBM Impor 

Realisasi penerimaan 

PPnBM Impor mencapai Rp4,73  

triliun atau 76,65% dari target 

APBN 2019 sebesar Rp6,17 triliun 

dan tumbuh 15,04% lebih baik 

dibandingkan tahun 2018 yang 

hanya tumbuh 8,21%. Secara 

sektoral, realisasi terbesar berasal 

dari Sektor Perdagangan,  

khususnya perdagangan mobil dan 

sepeda motor yang mencapai 

Rp3,97 triliun dengan pertumbuhan 

23,1% Pertumbuhan positif PPnBM 

impor disebabkan oleh perger akan 

aktfitas impor mobil (CBU).  

 

m. PBB 

Realisasi penerimaan PBB 

mencapai Rp21,17 triliun atau 

110,84% dari target APBN 2019 

sebesar Rp19,10 triliun dan tumbuh 

8,90%, melambat dibandingkan  

tahun 2018 yang tumbuh 15,94%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Pajak Lainnya 

Realisasi penerimaan Pajak 

Lainnya mencapai Rp7,69 triliun 

atau 89,32% dari target APBN 2019 

sebesar Rp8,60 triliun dan tumbuh 

15,99%, lebih baik dibandingkan  

tahun 2018 yang tumbuh - 1,62%. 

Peningkatan penerimaan ini salah 

satunya disebabkan oleh lonjakan 

setoran Bunga Penagihan yang 

tumbuh hingga 202,41%. Sementara 

itu, setoran terbesar pajak lainnya 

yaitu Penjualan Benda Meterai dan 

Bea Meterai tumbuh melambat 

masing- masing sebesar 3,47% dan 

0,32%, lebih rendah dari tahun 2018 

dimana keduanya berada pada 

level 7%. 
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Customer Perspective 

Sasaran Strategis 2: Pelayanan publik yang prima 

1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi dan Capaian IKU 

Kode IKU Nama IKU Target Realisasi Kinerja 

2a- CP Indeks kepuasan publik atas layanan DJP 4,29 4,45 103,73% 

 

¶ Deskripsi Sasaran Strategis  

Ultimate goal Reformasi Birokrasi Kemenkeu adalah peningkatan kualitas dan 

perbaikan citra pelayanan publik. Dengan pencapaian tujuan utama tersebut, diharapkan 

pula tingkat kepuasan layanan Kemenkeu kepada masyarakat sebagai pengguna layanan 

atau stakeholders  menjadi semakin baik. Setidaknya, harapan pihak yang dilayani 

terpenuhi oleh pelayanan yang diberikan lebih baik atau bahkan memberikan nilai tambah.  

Untuk memenuhi kepuasan pengguna layanan atau stakeholders  dan sejalan dengan 

pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka 

dalam penyelenggaraan pelayanan harus berasaskan: kepentingan umum, kepastian 

hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, 

persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasi litas dan perlakuan khusus bagi 

kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkuan. Untuk 

mengetahui tingkat kepuasan layanan, maka penyelenggara wajib melakukan evaluasi 

terhadap kinerja pelayanan secara berkala dan berkelanjutan . Sebelas aspek layanan 

yang menjadi objek survei tergambar sebagai berikut:  

 

 

 

Sumber: Laporan hasil survei kepuasan pengguna layanan Kemenkeu RI 2019 

  

Gambar 3. 1 11 Aspek Layanan 
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¶ Definisi IKU 

 

Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian 

Keuangan kepada unit- unit organisasi di lingkungan Kemenkeu atau stakeholders  

lainnya adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Kementerian Keuangan 

berperan dalam menyelenggarak an urusan pemerintahan di bidang keuangan negara 

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Data capaian 

diperoleh dari survei yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta 

bekerjasama dengan Tim Peneliti independen dengan output berupa Indeks Kepuasan 

Pengguna Layanan Kementerian Keuangan. Lingkup survei adalah pengguna layanan 

atau stakeholders  dan jenis layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. 

 

Tabel 3. 4 Jenis Layanan 

 Sumber: Laporan hasil survei kepuasan pengguna layanan Kemenkeu RI 2019 

 

¶ Formula IKU 

Indeks Hasil Survei. 

 

Berikut data responden menurut klasifikasi umur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan hasil survei kepuasan pengguna layanan Kemenkeu RI 2019 

  

No. Jenis layanan yang disurvei 

1 Pelayanan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) wajib pajak 

2 Pelayanan permohonan pemindahbukuan (Pbk) 

3 Pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 

4 Pelayann pengukuhan Pengusaha Kena  Pajak (PKP) 

<20

20-30

31-40

41-50

51-60 >60

USIA

Grafik 3. 3 Data Responden Menurut Klasifikasi Umur  
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¶ Realisasi IKU 

Untuk mengukur kepuasan 

pengguna layanan, Kementerian 

Keuangan melakukan Survei Kepuasan 

Pengguna Layanan terhadap unit 

eselon I yang memiliki unit kerja 

pelayanan di berbagai daerah, 

termasuk DJP yang memiliki 204 

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP), 352 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 

tersebar pada 34 Kantor Wilayah 

(Kanwil) di seluruh Indonesia. Survei 

dilakukan di enam kota besar, yakni 

Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, 

Balikpapan dan Batam selama 30 Hari 

dari 10 September 2019  ˟ 10 Oktober 

2019.  

Indeks Kepuasan Publik atas 

Layanan DJP tahun 2019 mencapai 

angka 4,45 dari target 4,29 (skala 5), 

sehingga capaiannya secara persen-

tase sebesar 103,73%. Kesimpulan 

hasil survei adalah semua aspek 

layanan DJP yang disurvei memilik i in-

deks kepuasan lebih dari 4 (empat), 

artinya capaian atas indeks kepuasan 

layanan DJP sudah baik dan memenuhi 

kepuasan pengguna layanan. Hasil 

survei Indeks Kepuasan Layanan DJP 

terlihat pada grafik berikut:  

 

Sumber : Laporan hasil survei kepuasan pengguna layanan Kemenkeu RI 2019 

 

¶ Analisis terkait capaian IKU  

Survei Kepuasan Pengguna 

Layanan Kemenkeu dilakukan pada 6 

(enam) kota yaitu Medan, Batam, 

Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan 

Makasar pada 11 unit eselon I, meliputi 

Direktorat Jenderal Anggaran, 

Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Negara, 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 

Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Grafik 3. 4 Indeks Kepuasan Layanan DJP per Kota 










































































































































































































































